
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder 

Ordonanue (Undang-Undang Gangguan), yang telah diubah 

dan discmpurnakan terakhir dengan Staadblad Nomor 450 

Tahun ICJ'IO; 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun J 9!50 ten tang Pernbcntukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Provinsi .Inwa 

Tengah; 
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Dacrah [Lernbar-an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor I 2S, Tombohan Lernbaran Negara Rcpublik Indnne sia 

Nomor 4437) sebagaimana tclah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

.\ler.gingat 

ten'rnbang : bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Paso! 5 ayat (4) dan 
Pasal 8 ayat (4) Peraruran Daerah Kabupaten Klatcn Nomoi lG 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Cangguan, pe-rtu 
membentuk Peraruran Bupati icntang Petunjuk Pelaksanaan 

Pcraturan Daerah Kahupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan; 
I. Pasa\ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

BUP/\Tl KLJ\TEN, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA !£SA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 16 Ti\HUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JZTN GANGGUAN 

TENTANG 

BUPATJ KLATEN 
Pl£RATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 30 TAIIUN 2013 

- 

• 

• 



Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang Undarig Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbungan 

Kcuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pcmcrintahan 
Daerah [Lernbarun Negara Republik Indonesia Ta hurt 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaraan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4725); 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenrarig Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
8. Undong-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinduugan 

dan Pcngelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

9. Peraturan Pernerirrtah Nomor 27 Tahun 1999 tentang /\nalisis 

Mengenai Dampak Lingkungan [Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahuri 1999 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 

Pembagian Uru san Pcrncrintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pernerintahan Dacrah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
: i. Peraruran Daerah Ka bu paten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 

rentang Penetapan Kcwcnarigan Urusnn Pemerintuhan 
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kiaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Dae-rab 

Kabupaten Klaten Nomor 11); 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

......___......, Peraruran Bupati ini yang dimaksud : 

Dae-rah adalah Kabupatcn Klaten. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah scbagai unsur 

penveienggara Pemerintahan Daerah . 
.=pa,.; adalah Bupati Klatcn . 

Ptj;.!b<:. adalah pcgawai yang diberi tugas tertentu di bidang rctribusi 

==ah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
J:::i.a=.-:i adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
k-:sat=i. baik yang rnelakukan usaha maupun yang tidak rnclakukan 
"'::- ha yang meliputi Perseroan Terbatas, pcrscroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badon Usaha 

Daerah (BUMD) dcngan nama dan dalam bentuk apa pun, Iirrna, 
_:,1, koperasi, dans pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, 

crJ§:2.!l!!-B.Si -nassa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
-b::!g::? can bentuk badan lainnya termasuk koritrak investasi kolcktif 

dan berrtu,s; usaha tetap. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAII KABUPATEN KLAT!'.;N NOM()R I ei 

TAHUN 2012 TENTANG PENYELENOGARAAN !ZIN 

GANGGUAN. 

enetapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaren Nomor 11 Tahun 20 I I 

tentang Rcncana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaren 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupatcn Klatcn 
Tahun 20 I I Nomor 11, Tam bah an Lcmbaran Daera h 

Kabupatcn Klatcn Nomor 66); 

13. Pcraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lcmbaran Dae-rah 

Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nornor 16, Tarnbahan 
Lcmbaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 88); 
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BAB II 

,JENIS DAN PERSYARATAN Pb:RIZIN/\N 

Pasal?. 

( l) Jen is pcnnohonan izin terdiri dari: 

a. Pcrmohonan izin baru; dan 
b. Permohonan izin daftar ulang, 

2) Persyaratan pcrmohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a meliputi : 
a mengisi permohonan izin; 
h. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pcmohon; 
c.. :-nelampirkan fotocopy akta pendirian yang telah mendapatkan 

pengesahan dari instansi berwenang bagi pemohon yang berbadan 

... saha; 
d.. .Melampirkan fotocopy Landa pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 
e Melamp.rkan fotocopy sertifkat tanah atau sejenisnya; 
f- Melampirkan fotocopy dokumcn upaya pengelolaan lingkungan 

hidup/upaya pernantauan Iingkungan hidup/analisis darnpak 
lingkungan bagi usaha yang wajib memiliki scsuai kctcntuan ynng 

berlaku; 
g. Melarnpirkari fotocopy analisis dampak lalu lintas bagi usaha yang 

memiliki sesuai kctcncuan yang berlaku; 

o. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak 
menyenangkan atau rncngganggu kesehatan, keselamutan, ketenteraman 

don "atau kesejahteraan tcrhadap kepentingan umum secara tcrus­ 

mcncrus. 
7 lzin Gangguan yang selanjutnya discbut Izin adalah pernberian i:tin 

ternpat usaha/kcgiatan kepada orang pribadi atau badan di loka si 

tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidnk 
tcrrnasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditcntukan oleh Pemerirn.ah 

Pusat arau Perneriruah Dacrah. 
8. Sural Kctctapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang mencntukan besamya jumlah 

pokok retribusi yang terutang . 
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. 
~mpirkan fotocopy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pc-de~ dnn Perkotaan; 
IY. mpirkan iotocopy sertifkat tariah atau sejenisnya: 
"I - a:np-.r;.an fotocopy dokumcn upaya pcngelolaan Iingkungan 

:Ip upa .. n pcmantauon lingkungan hidup/onallsis durnpak 
_,,_.mga:i bagi usaha yang wajib merniliki sesuai ketenruan yang 

be:-.:aJ..._; 

herwenang/Kepala Dcsa/Lurah atas rnnah yang dipergunakan untuk 
ternpat usaha; 

k. Melompirkan denah situasi usaha dan rancangan tata letak instalasi 

yang dimiliki; dan 
I. Pernyataan perrnohonan izin tentong kcsanggupan memenuhi kctentuan 

peraruran pcrundang-undangan. 
• (3) Forrnulir permohonan izin baru scbagaimuna dimaksud pada ayat (2) huruf 

a paling sedikit mcmuat: 
a namn perianggung jawab usaha/kcgiatan; 
b riarna perusohaan; 

c alamat perusahaan; 

d bidang usaha/kegiatan; 
e lokasi kcgiatan; 
i nomor telepon pcrusahaan; 

g. wakil perusahaan yang depot dihubungi; dan 
h Luas ternpat usaha. 

4 Persyaratan permohonan izin dafrar ulang sebagairnana dirnaksud pada 
• aya;: I huruf b melipuli : 

a ;;::em:risi permohonan izin; 

b me arnpirkan fotocopy Kartu Tanda Pcnduduk pemohon; 
melarnpirkari fotocopy akta pcndirian yang telah rncndapatkan 
penze-sahan dari instansi bcrwenang bagi pemohon yang berbadan 
trsahn; 

pcjahat dnri 

h Melampirkan persetujuan dari lingkungan ternpar usaha bagi usaha 
kecil dan mikro sorta bagi usaha menengah kc atas dengan berita ,.rara 

basil sosialisasi kesepakatan sernua warga yang terkena dampak 1.Jag1 
usaha icrtenru yang diatur sesuai dengnn kctcntuan yang berlaku; 

1 Melampirkan surat persetujuan dari pernilik tanah bagi usaha ynng 

menempali tanah yang bukan miliknya; 
, Melarnpirkan surai keterangan tanah 



Pasal 4 
~,me permohonan izin baru sebagairnana dimaksud dalam Pas.II 2 

• I nuruf a adalah sebagai berikut : 
peraohon mengajukan izin kepada Kepala SKPD yang rncmbidangi 

p.zi::lan dengan disertai pcrsyaratan sccara lengkap sebegairnana 
dzmaxsud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); 

Bagian Kedua 
Mekanisme 

Bagian Kesatu 
Tata Cara 

Pasal 3 

• Pei:= - .a.~ izin baru dan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam 
Pas::;: 2 ~"al.,: diajukan olch orang pribadi atau Badan secara tertulis selaku 

~ akan mendirikan dan/atau menjalankan usaha dan/alau kegiatan 

~pra::a Kepala SKPD yang membidangi perizinan dan harus diLandatangani di 

BAB lll 
TATA CARA DAN MEKJ\NTSMB PERIZINAN 

c, ?e:-nyaraan perrnohonan izin tcntang kesanggupan memenuhi 

ketenruan peraturan pcrundang-undangan. 
!w!e=pirkan fotocopy izin gangguan yang lama; dan 

~. Melampirkan persetujuan dari lingkungan tcmpat usaha bagi usaha 
kecil dan rnikro scrta bagi usaha menengah ke atas dengan berita acara 

hasi. sosialisasi kesepakatan sernua warga yang terkeria dampak bagi 
usaha tertentu yang diatur sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku bagi 
usaha yang melakukan pcrubahan sarana, kapasitas, perluasan lahan 

dan bangunan serta waktu atau durasi, 

• 

,an~ drmiliki; 

Mefa.mpirkan dcnah situasi usaha dan rancangan tata letak instalasi 
tempa, usaha; 

g. Mcla=;>i:kan fotocopy analisis dampak lalu lintas bagi usaha . ang 

roemil.ki sesuai ketenruan yang berlaku; 

Mela:npi:kan surat persetujuan dari pemilik tanah bagi usaha )img 

zaenernpati tanah yang bukan miliknya; 
L Me....mpirkan surat keterangan tanah duri pejabai \ang 

ber+enang/Kepala Desaj Lurah at.as tanah yang dipergunakan unt uk 
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..,_ perugas pada SKPD yang membidangi perizinan menerima berkas 

permohonan Daftar Ulang lzin serta rneneliti kelengkapan persyaratan 
dan mencatat berkas permohonan; 

... SKPD yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan lokasi 
-..saha dan/atau kcgiatan dimaksud; 

d perneriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dimaksudkan uutuk 

me:r ... sukan ada r atau cidaknya perubahan luas, tata lctak, 
per ambahan kapasitas serta dampaknya terhadap lingkungan; 

e berdasarkan perneriksaan lapangan, dibuat Serita Acara Pcrncrrksuan 

dan atau Penilaian Teknis/Lapangan. 

f. a-;,d),.la permohonan disetujui, maka Kepala SKPD yang mernbida ngi 
;::,e::-7-'-a.r memproses lebih lanjut; 

• 

b. ;::,e,-gas pada SKPD yang membidangi perizinan menerima, rnencliti, 
r-"e"1ca.tat berkas permohonan izin dan kelerigkapan persyaratannyc; 

c, Kepala SKPD yang membidangi perizinan menindaklanjuti dcngan : 

.. rnembuat jadwal pemeriksaan dan penilaian teknis/lapangan; nan 
2. menyiapkan Serita Acara Pemeriksaan dan/uwu Periiluiun 

Teknis/Lapangan. 

d. bcrdasarkan perneriksaan lapangan, dibuat Berita Acara Perneriksaan 

dan/atau Pcnilaian Teknis/Lapangan serta penenruan besnran 
retrihusi oleh tim teknis perizinan Kabupatcn Klaren; 

c. apabila permohonan izin disetujui, maka Kepala SKPD yang 
mernbidangi pcrizinan mcrnprosesnya lebih lanjut; 

f. apabila permohonan izin dinyatakan ditolak, maka Kepala SKPD yang 
membidangi perizinan mengeluarkan Surat penolakan disertai alasan 

• pcnolakan: 
g. Kepala SKPD yang mcmbidangi pcrizinan rnenetapkan perhilungan 

rerribusi izin gangguan dalam bentuk SKRD; 
h. pcrnohun rnernbayar retribust sesuai dengan yang tertera dalam RKRf> 

di loket pembayaran di SKPD yang rncrnbidangi perizinan dun 
menerima bukti pembayaran; dan 

1. pemohon menerirna Izin Gangguan serelah retribusi dibayar lunas. 

(2) \'1ekanismc pcrmohonan daftar ulang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
2 ayal (1) huruf b adalah : 

a. pemohon menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilerrgkapi 
persyaratan sccara Icngkap scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat 
6) kepada SKPD yang membidangi perizinan ; 
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rarnan; 

Hak pemohon izin adalah: 
a mendapatkan pelayanan yang berkualitas seauai dengan u sa s-asa s dan 

rujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang tclah 

drtenrckan: 

c mcndapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap­ 
Iengkapnya tentang sistern, mekanisrne, dan proscdur pcrizinan; 

c memberikan saran untuk perbaikan pclayanan; 

e mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 
Bagian Kesaru 

Hak 
Pa::;al 5 

• 

g. apabila permohonan izin dinyatakan ditolak, maka Kepala SKPD yang 

membidangi perizinan mengeluarkan Surat penolakan discrtai alasan 

penolakan; 
h. Kepala SKPD yang mcmbidangi perizinan menetapkan perhitungan 

rctribusi izin gangguan dalarn bentuk 8KRD; 
i. pemohon membayar retribu si scsuai dcngan yang tcrtera dalarn SKRD 

di lokct pcmbayaran di SKPD yang membidangi perizinan dan 
mcncrima bukti pembayaran; dnn 

J. pernohon menerima Daftar Ulang Izin Gangguan sctclah rctribusi 

dibayar lunas. 
(3) Pcnyclcsaian permohonan Izin Gangguan paling Jambat 14 [ernpat betas] 

hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lcngkap dan bcnar 
serta telah membayar retribusi yang bcsarnya scsuai dengan SKRD. 

• (4) Pcnyclcsaian permohonan pendaftaran ulang paling Jambal 14 (crnpat 

belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lcngkap clan 
benar serta telah mernbayar retribusi yang besarnya scsuai dengan SKJ<O. 

(5) Penyelesaian perrnohonari pcnggantian izin karena hilang dan permohonan 
pcnggantian izin karena rusak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sctclah 

surar permohonan diterimu secara lengkap clan bcnar. 
(6) .Jumlah retribusi yang harus dibayar untuk pcndaftaran ulang izin 

ditctapkan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai total yang dihirung 

berdasarkan formula dalarn Pcraruran Dacrah. 



Kewajiban pemheri izin adalah: 
a mcnvusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, raslonal, dan 

rerbuka; 
:::, memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak 

ciiskriminatif; 
::.. rnernbuka akses informasi kepada masyarakat sebclurn izin dikeluarkan; 

• c melakukan pemeriksaan clan pcnilaian teknis di lapangan; 
- mempertimbangkan pcran masyarakat sekitar tempal usaha di dalam 

melakukan perneriksaan dan penilaian teknis di lapangan; 
[ menjelaskan persyaratan yang bclurn dipenuhi apabila dalam ha! 

permohonan izin bclum mernenuhi persyaratan; 
g memberikan keputusan atas permohonan izin yang tclah memenuhi 

per:;:~ratan; 
h a:c:n'!:>e:-ika.'1 pelayanan bcrdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dau 

...... ~ku.<an evaluasi pemberian layanan secara berkala, 

Pasal 7 

Kewajiban pcmohon izin adalah : 

a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul alas 

kegiatan usahanya clan dinyatakan secarajelas dalam dokumen izin; 

b memenuhi seluruh persyaratan perizinan; 
c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah; 

d. mernbantu kelancaran proses pengurusan izin; 
• e rnelaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;dan 

f. Mclaksanakan sernua kewajiban seperti yang tcrruang dalam Surat 

Kepurusan Izin. 

Bagian Kedua 

Kcwajiban 

Pasal6 

e mcnyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan 
i. mendapatkan penyelesaian alas pcngaduan yang diajukan sesuui 

mekanisme yang berlaku. 

9 



SJ\RIT •. '.STO 

Bf Tn DAERAH. KABUPAT~N KLATEN TAIIUN 2013 NOMOR 31 

• ~. 

D ndangkan di Klatcn 

pa 8 ranggal 11 Juli 2013 

?I· SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN 

SUNARNA 
• 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 11 Juli 20 13 

BUPATI KLATEN, 

Ag, r scliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcnguridnng,tn 
Pc acuran Bupati ini dengan pcnempatannya dalarn Bcrita Daernh kabupau-n 

Klaren. 

BABX 

KETENTUAN P.1£N UTUP 

Pasal8 
Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggul diundangkan. 
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